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ABSTRAK 
 
Hadirnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia pada tahun 2003 membuka 
peluang untuk meninjau kembali produk hukum yang tidak seiring dengan UUD 
1945, termasuk produk hukum Islam. Peninjauan kembali terhadap hukum Islam 
didukung oleh masuknya prinsip hak asasi manusia ke dalam konstitusi negara. 
Dalam hal ini, beberapa pasal dalam produk hukum Islam di Indonesia -
khususnya Undang-undang perkawinan- dianggap bertentangan dengan prinsip 
hak asasi manusia. Anggapan tersebut tercermin dalam dua kasus judicial review 
yang diajukan pada tahun 2007 tentang poligami dan pada tahun 2014 tentang 
nikah beda agama yang sama-sama diajukan atas alasan hak asasi manusia.  
Meskipun dua kasus tersebut sama-sama diajukan atas dasar hak asasi 
manusia, tetapi dalam kasus tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan 
pertimbangan hukum yang berbeda. Dalam kasus poligami Mahkamah Konstitusi 
menggunakan alasan hak asasi manusia sementara dalam kasus nikah beda agama 
Mahkamah Konstitusi lebih menimbang agama. Dalam konteks agama dan negara 
argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi tersebut menarik untuk diperhatikan, 
karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang mesti 
mengawal cita-cita hukum nasional yang tertuang dalam konstitusi negara. 
 Oleh karena itu, permasalahan yang didiskusikan dalam penelitian ini 
adalah, bagaimana kecenderungan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 
dalam perkara poligami dan nikah beda agama? Dan bagaimana putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam perkara poligami dan nikah beda agama 
merefleksikan perlindungan terhadap hak asasi manusia? Dua pertanyaan tersebut 
akan dijawab dengan melakukan studi literatur. Pengumpulan data dilakukan 
dengan metode dokumentasi terhadap data yang berkaitan dengan putusan 
Mahkamah Konstitusi, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen 
lain. Kemudian data tersebut dianalisis dengan metode induktif-deduktif. Dengan 
memaparkan data-data spesifik selanjutnya dipaparkan melalui sebuah 
kesimpulan yang umum.  
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah 
Konstitusi lebih cenderung kepada nilai-nilai agama -khususnya Islam-. Lebih 
jelasnya dari dua kasus ini tergambar keberpihakan Mahkamah Konstitusi kepada 
hukum Islam klasik yang telah mapan dalam Undang-undang perkawinan, 
daripada prinsip hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi negara. 
Perlindungan Mahkamah Konstitusi terhadap hak asasi manusia hanya sejauh 
tidak melanggar nilai-nilai agama. Dalam hal prinsip agama berbenturan dengan 
hak asasi manusia, maka Mahkamah lebih mengutamakan prinsip agama. 
 
 
Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, judicial review, poligami, nikah beda agama, 
hukum Islam 
 
 
 
  
viii 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Ketika Undang-undang No. 1 tahun 1974 disahkan sebagai bentuk 
nyata legislasi hukum Islam, berakhirlah suatu babak persoalan 
keanekaragaman hukum perkawinan di Indonesia.
1
  Selanjutnya bukan berarti 
hukum Islam sunyi dari kritikan. Sampai saat ini, setidaknya terdapat 
beberapa permohonan pengujian judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Di 
antara perkara yang diajukan adalah perkara status anak, poligami, 
perceraian, batas minimum perkawinan dan nikah beda agama. Judicial 
review diajukan karena materi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dianggap 
bertentangan dengan cita-cita hukum nasional yang tertuang dalam Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945). 
Perlu diakui, hukum Islam yang memiliki ragam penafsiran dan UUD 
1945 yang juga terbuka untuk ditafsirkan membuat relasi agama dan negara 
menjadi semakin rumit. Apalagi setelah reformasi 1998 UUD 1945 menganut 
standar dan prinsip hak asasi manusia yang menjamin –di antaranya- 
kesetaraan di hadapan hukum dan tidak ada diskriminasi.
2
 Dalam lokus ini, 
hukum Islam terlihat lebih problematik. Hukum Islam ketika dihadapkan 
dengan prinsip hak asasi manusia kerap memunculkan ketegangan. Pasalnya, 
                                                          
1
M.B Hooker, Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa (North 
America: University of Hawai‟i Press, 2003), 80. Penegasan juga terdapat dalam materi hukum 
Undang-undang No. 1 tahun 1974, “peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan 
sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku (Pasal 66 UU. No.1 tahun 
1974 dinyatakan). 
 
2
Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 28 D dan 28 I. 
2 
 
hukum Islam yang dianut negara selama ini adalah hukum Islam yang 
didominasi oleh classical sharia
3
 yang belum menimbang hak asasi manusia 
sebagai prinsip hukum.  
Hadirnya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 memberikan peluang 
besar untuk meninjau kembali materi hukum yang bertentangan dengan UUD 
1945 tersebut, termasuk hukum Islam. Insa misalnya, ia mengajukan perkara 
poligami, dalam permohonannya ia menyatakan bahwa peraturan Undang-
undang nomor 1 tahun 1974 tentang poligami bertentangan dengan UUD 
1945, aturan tersebut bertentangan dengan kebebasan beribadah, melanggar 
hak asasi manusia dan bersifat diskriminatif. Lebih jelasnya, aturan tersebut 
bertentangan dengan hak kebebasan beragama. Insa menilai poligami adalah 
ibadah, ibadah adalah hak setiap orang yang beragama.
4
  
Kemudian, perkara nikah beda agama yang juga dinilai bertentangan 
dengan hak asasi manusia. Perkara ini diajukan oleh beberapa pemohon yang 
berlatar belakang mahasiswa dan konsultan hukum. Mereka menilai bahwa 
nikah beda agama adalah realitas sosial yang tidak dapat dibantah lagi. 
Negara mesti melindungi hak konstitusional seluruh warga negara. Jika nikah 
                                                          
3
Ketika aturan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dirancang banyak kalangan ulama yang 
tidak sepakat dengan Pasal-pasal yang kontroversial. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan 
pemahaman fikih, sehingga beberapa Pasal dihapuskan dalam Undang-undang tersebut.  Begitu 
juga, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirancang bersumber dari hukum Islam yang ditafsirkan dari 
berbagai kitab-kitab fikih. Dalam KHI misalnya, kitab fikih yang dijadikan rujukan tidak hanya 
berdasarkan kepada kitab Syafiiyyah, namun juga Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah. Lihat, Asep 
Saipudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: 
Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional  (Jakarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2013), 14-18. 
 
4Simmon Butt, “Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia,” Pacific Rim 
Law & Policy Journal 19, no. 2. April 2010, 281. Juga bisa dilihat dalam putusan Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 12/PUU-V/2007. 
 
3 
 
beda agama tidak disahkan berarti negara melanggar hak asasi manusia dan 
hak konstitusional warga negara Indonesia.
5
  
Kedua perkara di atas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dalam 
putusannya. Dalam perkara poligami Mahkamah Konstitusi menilai poligami 
sebagai hak juga terkait dengan hak konstitusional orang lain dalam hal ini 
perempuan yang dipoligami. Oleh karena itu, poligami dengan segala 
pembatasannya dianggap tidak benar melanggar hak asasi manusia. 
Barangkali dalam perkara poligami ini, benturan logika hak asasi manusia 
dengan logika hukum Islam tidak begitu kentara, sebab kebebasan beragama 
juga bersentuhan dengan hak orang lain.  
Tetapi dalam perkara nikah beda agama argumentasi hak asasi manusia 
menjadi problematis, sebab penolakan permohonan ini menandaskan bahwa 
Mahkamah Konstitusi tidak membenarkan bahwa nikah beda agama adalah 
hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga 
yang sekuler lebih terkesan berpihak kepada hukum Islam yang telah mapan 
dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dibanding melihat lebih dalam 
kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penolakan terhadap permohonan 
ini juga menyiratkan bahwa Mahkamah Konstitusi masih belum memiliki 
sikap yang jelas. Apakah argumentasi hukum yang dipakai lebih berpihak 
kepada agama atau kepada cita-cita hukum nasional yang lebih demokratis. 
Argumentasi hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi merupakan 
aspek yang sangat penting dalam konsep negara bangsa, sebab di samping 
                                                          
5
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 68/PUU-XII/2014. 
4 
 
menjaga, Mahkamah Konstitusi juga bertanggung jawab untuk mewujudkan 
visi kelembagaannya, yaitu mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan 
konstitusi yang independen, imparsial, dan adil. Dari visi tersebut tampak 
jelas tidak boleh ada keberpihakan Mahkamah Konstitusi terhadap kelompok 
tertentu. Dalam visi ini juga dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi 
merupakan lembaga yang murni sekuler. Ia tidak dikoptasi oleh agama 
tertentu dalam memutuskan suatu perkara judicial review. Singkatnya, negara 
dalam hal ini mesti bersikap netral terhadap semua agama.
6
 
Barangkali wajar jika terdapat kesenjangan-kesenjangan dalam materi 
hukum di bawah UUD 1945, sebab UUD 1945 hanyalah cita-cita hukum. Ia 
tidak mengatur sampai pada tahap yang spesifik. Meski demikian, sejauh 
mana lembaga penjaga konstitusi mampu mewujudkan cita-cita hukum 
adalah persoalan lain, sebab kerja Mahkamah Konstitusi berada pada tahap 
operasional. Pada tahap ini, konstitusi sangat bergantung kepada political will 
aparatur negara dan argumentasi hukum yang digunakan. 
Masalah kemudian semakin rumit ketika masuk kepada persoalan 
hukum Islam. Sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam 
merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia yang perlu 
dipertimbangkan, tetapi pertanyaan selanjutnya adalah hukum Islam yang 
bagaimana yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi. Seiring 
perkembangannya hukum Islam juga diterjemahkan dan dikembangkan 
dengan berbagai penafsiran. Penafsiran ulama klasik sudah mulai dikritisi 
                                                          
6
Netralitas negara terhadap semua agama adalah konsep sekulerisme yang diajukan oleh 
Abdullahi Ahmed An-Na‟im, Lihat, Abdullahi Ahmed An-Na‟im, Islam dan Negara Sekuler: 
Menegosiasiakan Masa Depan Syariah (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), 436.   
5 
 
kembali oleh berbagai akademisi Muslim, dengan dalih bahwa hukum Islam 
yang diproduksi ulama klasik sudah tidak relevan lagi dengan perspektif 
kekinian, seperti perspektif hak asasi manusia.  
Jan Michiel Otto misalnya dalam buku sharia incorporated menyatakan 
terma hukum Islam (Islamic Law) atau sharia dikepung oleh kekacauan 
antara teori dan praktik, antara makna agama dan hukum, antara perspektif 
dalam dan luar, antara manifestasi masa lalu dan sekarang. Michiel Otto 
menawarkan, perlu pengakuan bahwa bermacam cara yang dilakukan oleh 
pembuat hukum, sarjana keagamaan, hakim, akademisi, dan yang lain yang 
merujuk kepada sharia, perlu dianalisis dan dikategorikan. Sehingga ia 
menawarkan empat kategori dari sharia tersebut, pertama divine sharia, 
kedua, classical sharia, ketiga, historically transferred sharia, keempat, 
contemporary sharia.
7
  
Terbuka lebarnya penafsiran UUD 1945 dan hukum Islam, 
memosisikan Mahkamah Konstitusi pada sebuah relasi yang berat. Tarik 
menarik antara interpretasi agama dan negara tidak dapat dihindarkan. 
Meskipun demikian, di tengah ketegangan tersebut Mahkamah Konstitusi 
mesti mampu menjadi lembaga tinggi negara konsisten dalam rangka 
menciptakan tatanan yang demokratis untuk seluruh warga negara Indonesia. 
Dalam kerangka ini argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam 
mengawal cita-cita hukum nasional perlu mendapat perhatian serius.  
                                                          
7
Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat, Jan Michiel Otto, “Introduction: investigating the role 
of sharia in national law” dalam Jan Michiel Otto, Sharia Incorporated: A Comparative Overview 
of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present (Leiden: Leiden University 
Press, 2010) 23-26. 
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Akhirnya, untuk melihat bagaimana relasi agama dan negara dalam 
penelitian ini akan dilakukan penyelidikan terhadap permohonan judicial 
review Undang-undang No. 1 tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi. Dua 
putusan yang diambil adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-
V/2007 tentang poligami dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-
XII/2014 tentang nikah beda agama. Dua putusan ini akan dijadikan sebagai 
titik tolak untuk melihat kecenderungan Mahkamah Konstitusi dalam 
memutuskan perkara hukum Islam, yang dirumuskan sebagai berikut: 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana kecenderungan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 
dalam memutuskan perkara poligami dan nikah beda agama? 
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara 
merefleksikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam perkara 
poligami dan nikah beda agama? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berangkat dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk melihat kecenderungan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan 
judicial review perkara poligami dan nikah beda agama. Dalam hal ini, 
argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan utama. 
Menyorot argumentasi hukum di sini merupakan upaya untuk melihat 
bagaimana Mahkamah Konstitusi memosisikan diri sebagai lembaga 
tinggi negara dalam memutuskan perkara hukum Islam. 
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2. Untuk melihat relasi antara agama dan negara melalui putusan 
Mahkamah Konstitusi terhadap perkara yang berkaitan dengan hukum 
Islam, khususnya dalam putusan poligami dan nikah beda agama. Relasi 
ini digambarkan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi 
merefleksikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah 
diratifikasi melalui UUD 1945.   
Kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan teoretis, secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangsih keilmuan terhadap studi hukum keluarga, 
terutama terkait wacana agama dan negara dalam memosisikan hukum 
Islam sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia. Relasi agama dan 
negara selalu menjadi isu sensitif, apalagi setelah reformasi yang 
mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.  
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan penjelasan tentang posisi negara dalam mengakomodir 
hukum Islam yang multitafsir. Berikut memberikan gambaran tentang 
bagaimana relasi antara agama dan negara dalam mewujudkan cita-cita 
hukum nasional. Gambaran tersebut diharapkan dapat memberikan 
pemahaman kepada praktisi hukum Islam.   
D. Telaah Pustaka 
Dalam telaah pustaka ini akan dikemukakan beberapa hasil penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut adalah penelitian yang 
berkenaan dengan relasi agama dan negara, poligami, dan nikah beda agama.  
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Penelitian Simmon Butt, yang berjudul “Islam, the State and the 
Constitutional Court in Indonesia”. Dalam penelitian ini Simmon Butt 
mengkaji kontestasi agama dan negara, semenjak kebebasan beragama 
dijadikan sebagai prinsip pada tahun 2000 di Indonesia, apakah negara 
membuat sebuah mekanisme dalam pelaksanaan hukum Islam. Dalam 
penelitian ini Simmon Butt mengambil dua kasus, pertama kasus judicial 
review poligami yang diajukan oleh Insa dan kedua, kasus judicial review 
pengadilan agama yang diajukan oleh Suryani.
8
  
Simmon Butt menyatakan dalam penelitian ini bahwa Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga yang sepenuhnya berpihak kepada bangsa 
mengalami dilema dalam perannya sebagai penengah antara pemerintahan 
pusat dan agama, sebab Pancasila sebagai ideologi negara di satu sisi 
menghendaki pengaturan terhadap agama, di sisi lain menjamin kebebasan 
beragama. Sehingga ia mengajukan pertanyaan, Apakah kebebasan beragama 
mengharuskan umat muslim tunduk pada korpus hukum Islam? dan apakah 
dalam tata batas area hukum Islam, negara akan menerapkan beberapa aspek 
dari hukum Islam klasik yang murni yang bertentangan dengan kebebasan 
beragama? Dalam penelitian ini Simmon Butt memaparkan “pertarungan” 
antara agama dan negara dalam konteks sejarah dan konteks politis Indonesia. 
Simmon Butt menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya 
                                                          
8Butt, “Islam, The State and The Constitutional Court in Indonesia, 281.  
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mempertimbangkan negara, melainkan juga mempertimbangkan mayoritas 
umat muslim.
9
 
Dalam penelitian lain Simmon Butt juga membahas lima putusan 
Mahkamah Konstitusi yang berjudul “Between Control and Appeasement: 
Religion in Five Contitutional Court Decision”. Lima putusan tersebut adalah 
kasus poligami (2007)
10
, kasus pengadilan agama (2008)
11
, kasus penodaan 
agama (2009)
12
, kasus status anak di luar nikah (2010)
13
, dan kasus perceraian 
(2011)
14
. Kasus-kasus tersebut dibahas oleh Simmon Butt beranjak dari posisi 
Mahkamah Konstitusi yang sangat penting dalam menakar kebebasan 
beragama dan sejauh mana hukum agama –khususnya hukum Islam- 
memengaruhi hukum nasional.
15
  
Dalam penelitian tersebut Simmon Butt menyimpulkan bahwa putusan 
Mahkamah Konstitusi dalam lima kasus yang dibahas merupakan putusan 
yang ambigu bahkan bisa dikatakan tidak konsisten. Di satu sisi, Mahkamah 
Konstitusi membuat pernyataan yang jelas, tidak ada ruang lebih untuk 
hukum Islam dalam hukum Indonesia. Hukum Islam yang berlaku di 
                                                          
9
Ibid,. 301. 
 
10
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-VI/2007 
 
11
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-VI/2008 
 
12
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 
 
13
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 
 
14
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 38/PUU-IX/2011 
 
15Simmon Butt, “Between Control and Appeasment: Religion in Five Constitutional Courts 
Decision” dalam Tim Lendsley dan Helen Pausacker, Religion, Law and Intolerance in Indonesia 
(New York: Routletge), 43. 
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Indonesia hanyalah sejauhmana diadopsi dalam hukum nasional. Tetapi di 
sisi lain, Mahkamah Konstitusi memberikan argumen bahwa Indonesia 
bukanlah negara sekuler melainkan negara yang religius. Menurut Simmon 
Butt ini problematis, karena Mahkamah tidak menjelaskan secara spesifik 
nilai agama yang mana yang diafirmasi oleh Mahkamah Konstitusi. Karena 
Indonesia terdiri dari bermacam nilai keagamaan.
16
  
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mark Cammack, Lawrence 
A. Young dan Tim Heaton, yang berjudul “Legislating Social Change in an 
Islamic Society-Indonesia's Marriage Law”. Dalam penelitian ini Cammack 
dan kawan menyatakan bahwa Pasal-pasal pernikahan mencuatkan kontestasi 
antara agama dan negara secara tajam. Dari dua sisi ini muncullah tuntutan 
strategi akomodasi. Dalam arti bagaimana negara menciptakan strategi untuk 
mengakomodasi agama di satu sisi dan cita-cita negara di sisi yang lain.  
Penelitian Cammack dan kawan-kawan ini merupakan penelitian 
hukum dan sosial. Mereka melihat bagaimana penerapan hukum secara 
empirik, dari hasil kajian ini mereka menyampaikan ketidakmampuan negara 
melalui aparaturnya, untuk merangkul perubahan demi perubahan praktik 
pernikahan. Meskipun negara dalam menciptakan undang-undang pernikahan 
bercita-cita menyatukan keberagaman praktik pernikahan, namun dalam 
penelitian ini dinyatakan negara tidak sukses.
17
 
                                                          
16
Ibid,. 60-61. 
 
17
Mark Cammack, Lawrence A. Young dan Tim Heaton, “Legislating Social Change in an 
Islamic Society-Indonesia's Marriage Law,” The American Journal of Comparative Law, 44, No. 1 
(1996), 72. 
 
11 
 
Selanjutnya, penelitian Robert W. Hefner, yang berjudul “Public Islam 
and the Problem of Democratization”. Dalam penelitiannya, Hefner 
membahas tema agama dan negara. Penelitian ini dilakukan di Indonesia 
sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim. Masalah yang 
dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah Islam bisa beriringan 
dengan demokrasi dan keberagaman, dengan pokok analisis relasi antara 
agama dan demokratisasi di Indonesia.
18
 
Selanjutnya penelitian Arskal Salim dalam bukunya yang berjudul, 
“Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern 
Indonesia”. Dalam buku ini Arskal Salim membahas interaksi agama dan 
negara bangsa, serta disonansi politik dalam memengaruhi interaksi 
tersebut.
19
 Dengan terma Islamisasi Salim memfokuskan kajian pada 
persoalan syariah dan hukum kontemporer Indonesia, konstitusionalisasi 
syariah, nasionalisasi syariah dan lokalisasi syariah di Aceh.  
Dalam buku yang terdiri dari lima bab ini Salim menemukan 
ketidaksesuaian dalam motivasi Islamisasi hukum di Indonesia. Ia juga 
memaparkan bagaimana praktik keagamaan dan kehidupan sosio-politis di 
Indonesia dikonfigurasi ulang oleh Islamisasi hukum. Pembahasan dalam 
buku ini relatif kompleks, terkait relasi antara agama dan negara Salim 
menguji hipotesis, bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia tidak sesuai. 
                                                          
18
Robert W. Hefner, “Public Islam and the Problem of Democratization,” Sociology of 
religion 62, no. 4 (2001). 492. 
  
19
Arskal Salim, Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern 
Indonesia (United States of America: University of Hawai„i Press, 2008), 2. 
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Dalam pengertian ini Salim mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia 
dicirikan oleh rangkaian ketegangan pada level konstitusi, ideologi politik, 
dan aturan-aturan. Ketidaksesuaian tersebut, disebabkan oleh sulitnya 
mendamaikan antara sentralitas syariah dengan perbedaan sistem agama yang 
beragam.  
Selanjutnya penelitian Nina Nurmila yang berjudul “Women, Islam, 
and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia”. Penelitian Nina 
Nurmila tentang poligami ini dilakukan di tiga kota di pula Jawa, Indonesia. 
Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Dengan demikian, fokus penelitian 
tentang poligami di sini lebih kepada hukum pada tataran kehidupan sosial. 
Meskipun demikian, Nurmila dalam penelitian ini melihat bagaimana relasi 
antara poligami sebagai hukum yang tertulis dan poligami sebagai konstruksi 
sosial yang tumbuh dalam masyarakat.
20
 
Pertanyaan yang dijawab Nurmila dalam penelitian ini adalah, 
bagaimana karakteristik diskursus poligami di Indonesia, bagaimana 
perspektif perempuan Indonesia terhadap poligami dan bagaimana 
pengalaman mereka setelah orde baru, bagaimana respon masyarakat 
terhadap poligami, dan bagaimana pengaruh poligami terhadap kesejahteraan 
perempuan dan anak-anak.  
Dalam penelitian ini, Nurmila menyatakan bahwa, diskursus poligami 
di Indonesia berkisar kepada tiga macam penafsiran terhadap al-Quran, 
pertama, tekstualis, kedua, semi-tekstualis, ketiga, kontekstualis. Mayoritas 
                                                          
20
Nina Nurmila, Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia 
(United States of America: Routledge, 2009), 3. 
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muslim Indonesia cenderung semi tekstualis, pendapat mereka mendapat 
dukungan yang signifikan, apalagi kecenderungan ini telah diadopsi oleh 
undang-undang nomor 1 tahun 1974. Pada masa pemerintahan Suharto, para 
pendukung poligami lebih vokal dalam menyuarakan poligami, namun 
setelah reformasi resistensi terhadap penyuaraan poligami muncul dari 
kalangan yang moderat dan progresif, terutama kalangan feminist. Sehingga 
jika dipetakan, pada masa setelah orde baru, muncul tiga kategori wacana, 
pertama muslim sekuler menyuarakan penghapusan poligami, muslim  
konservatif mendukung poligami, dan muslim moderat, menyuarakan 
pembatasan poligami.  
Dalam penelitian ini Nurmila memaparkan bahwa poligami jelas 
berdampak kepada istri yang dipoligami, secara ekonomi dan emosi. Ini tidak 
hanya terjadi pada istri pertama namun juga kepada istri tambahan. Begitupun 
terhadap kesejahteraan anak-anak, tetapi karena penelitian ini hanya 
mengambil sampel beberapa orang saja, maka ia merekomendasikan 
penelitian lebih lanjut terhadap fokus ini.  
Selanjutnya penelitian, Jan Michiel Otto, yang berjudul “Sharia and 
National Law in Indonesia”. Dalam penelitian ini Otto mengkaji relasi antara 
hukum nasional Indonesia dengan syariah. Dalam aspek sejarah, Otto 
memaparkan bagaimana keberagaman hukum pra-kolonial, selanjutnya ia 
memaparkan bagaimana Indonesia mengakomodasi syariah ke dalam hukum 
14 
 
nasional, administrasi, dan sistem pengadilan mulai dari kemerdekaan pada 
tahun 1945 sampai sekarang.
21
  
Selanjutnya penelitian Nadirsyah Hosen, yang berjudul “The 
Constitutional Courts and „Islamic‟ Judges in Indonesia”. Penelitian ini 
dilakukan dalam rentang waktu 2003-2015 yang memfokuskan kajian pada 
latar belakang dan koneksi hakim dalam memutuskan perkara di Mahkamah 
Konstitusi. Dengan kata lain, sejauh mana latar belakang Islam dan koneksi 
seorang hakim berpengaruh dalam putusannya. Apakah benar seorang hakim 
yang berlatar belakang Islam lebih mempertahankan syariah dibanding 
mempertahankan konstitusi? Dari 13 hakim yang diteliti, Nadirsyah Hosen 
menyimpulkan bahwa hakim yang berlatar belakang Islam bertindak sebagai 
penjaga konstitusi dengan membatasi penerapan syariah dalam kerangka 
konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempertunjukkan  bahwa isu syariah dapat 
dikelola dengan baik melalui hakim-hakimnya.
22
 
Selanjutnya penelitian Stewart Fenwick yang berjudul “Faith and 
Freedom in Indonesia Law: Liberal Pluralism, Religion and Democratic 
State”. Dalam penelitian ini Fenwick membahas relasi antara kepercayaan 
dan kebebasan dalam hukum Indonesia. Ia berangkat dari kenyataan bahwa 
Indonesia bukan merupakan negara sekuler dan bukan pula negara agama. 
Ketika Indonesia bukanlah theocratic state adakah kemungkinan untuk 
                                                          
21
Otto, “Sharia and National Law in Indonesia” dalam Jan Michiel Otto, Sharia 
Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past 
and Present. 433. 
 
22
Nadirsyah Hosen, “The Constitutional Courts and „Islamic‟ Judges in Indonesia”, 
Australian Journal of Asian Law, 16, No 2 (2016). 10. 
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mengembangkan hukum yang berbeda antara agama sebagai sumber nilai dan 
agama sebagai hukum, dan bagaimana menerapkannya dalam rangka 
menghormati keberagaman di Indonesia?
23
 
Dalam pembahasan ini Fenwick menyatakan bahwa di Indonesia 
doktrin agama dikenal sebagai sumber sah hukum nasional. Bahkan beberapa 
hukum Islam telah diadopsi menjadi hukum nasional. Hukum tersebut yang 
kemudian mendapat tantangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitannya 
dengan Mahkamah Konstitusi, Fenwick mengulas beberapa putusan hukum 
Islam yang telah dibahas oleh Simmon Butt
24
 yang menggambarkan 
ketegangan antara negara dan agama. Dari sini, ia menggambarkan 
bagaimana ruang publik tidak pernah bisa lepas dari nilai-nilai agama. Hal ini 
yang selalu membingkai perdebatan antara negara, agama dan masyarakat.
25
      
E. Kerangka Teoretis 
Penelitian ini beranjak dari sebuah tesis yang beranggapan bahwa 
pertimbangan hukum dalam sebuah putusan sangat menentukan bagaimana 
wibawa lembaga Mahkamah Konstitusi. Karena itu, Mahkamah Konstitusi- 
dengan kewenangan judicial review yang dimilikinya mesti dapat menimbang 
perspektif hukum Islam yang beragam untuk dijadikan sebagai argumentasi 
hukum. Pertimbangan tersebut yang kemudian diharapkan dapat menjadi 
                                                          
23Stewart Fenwick, “Faith and Freedom in Indonesian Law: Liberal Pluralism, Religion, 
and Democratic State”, dalam Tim Lendsley dan Helen Pausacker, Religion, Law and Intolerance 
in Indonesia (New York: Routletge), 67. 
 
24Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat Butt, “Islam, The State and The Constitutional Court 
in Indonesia, dan Butt, “Between Control and Appeasment: Religion in Five Constitutional Courts 
Decision”. 42-63. 
 
25Fenwick, “Faith and Freedom in Indonesian Law: Liberal Pluralism, Religion, and 
Democratic State”, 88. 
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barometer sejauhmana Mahkamah Konstitusi telah berupaya menjaga cita-
cita hukum nasional, sebab, hukum Islam akan senantiasa menjadi polemik di 
tengah beragamnya perspektif tersebut. 
Di tengah keberagaman tersebut Mahkamah Konstitusi tidak bisa 
memosisikan hukum Islam dan hukum nasional secara biner. Karena hukum 
Islam adalah salah satu sumber hukum di Indonesia. Maka dalam hal ini 
sangat dituntut akomodasi terhadap hukum Islam yang benar-benar mampu 
beriringan dengan semangat negara bangsa yang menjunjung demokrasi. Jika 
tidak, kebertahanan hukum Islam dalam kancah hukum nasional akan selalu 
mendapat resistensi dari berbagai kalangan, sebab pelembagaan hukum Islam 
secara formal belum tentu mampu semerta-merta mendukung pluralisme dan 
toleransi.
26
 
Oleh sebab itu, filosofi negara yang tertuang dalam Pancasila mesti 
beriringan dengan filosofi hukum Islam itu sendiri. Menimbang bahwa 
Pancasila sampai saat ini di Indonesia telah dianggap sebagai cara yang tepat 
untuk memahami negeri sendiri.
27
 Sementara hukum Islam masih dalam 
proses adabtasi dengan realitas keberagaman di Indonesia. Hal ini dapat 
dibuktikan pada era reformasi dengan pengajuan-pengajuan judicial review 
oleh warga negara terhadap Undang-undang perkawinan. Untuk melihat 
                                                          
26Masykuri Abdillah, “Negara Ideal Menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini”, 
dalam Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, Islam, Negara dan Civil Society (Jakarta, 
Paramadina, 2005), 82-83. 
 
27
Dalam konteks relasi agama dan negara, Pancasila juga dapat dipahami sebagai bentuk 
kompromi antara kaum nasionalis Islam dan nasionalis sekuler. Nurcholish Madjid, Islam Agama 
Kemanusian: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia (Jakarta:Dian Rakyat,2010), 3. 
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keberiringan tersebut pada penelitian ini digunakan pendekatan filsafat 
hukum untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukum 
Islam. Teori yang dipakai adalah teori Maqasid shariah, sebab teori ini 
adalah salah satu tawaran filosofis dalam hukum Islam. Maqasid syariah 
lebih kepada maksud dari sebuah hukum diciptakan. Jasser Auda 
mendefinisikan maqasid syariah adalah makna yang dimaksud oleh syariat 
dibalik dikeluarkan sebuah hukum.
28
 
Karena teori ini juga memiliki berbagai klasifikasi sepanjang sejarah, 
maka maqasid shariah yang dipakai dalam hal ini adalah maqasid shariah 
yang dikembangkan oleh Jasser Auda, maqasid shariah dari perlindungan 
dan penjagaan menuju pengembangan dan hak-hak asasi. Dalam bukunya 
“Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shariah” Jasser Auda 
memaparkan konsep maqasid ke wilayah yang lebih adaptif. Seperti Konsep 
hifzu al-din, menjaga agama menjadi kebebasan kepercayaan, hifzu al-nasl, 
menjaga keturunan berubah menjadi kepedulian terhadap keluarga, dan hifzul 
„ird, menjaga kehormatan atau jiwa menjadi pelestarian harga diri manusia 
dan menjaga hak-hak asasi manusia.
29
  
Pengembangan-pengembangan ini akan dijadikan sebagai kerangka 
berpikir filosofis untuk melihat hukum Islam di Indonesia. Sehingga relasi 
agama dan negara dapat tergambarkan dengan pemetaan pertimbangan 
                                                          
28
Jasser Auda, Fiqh al-Maqasidi: Inathatu al-Ahkami al-Syariyyati Bimaqasidiha, (United 
States of America: International Institute of Islamic Thought, 2006),  15. 
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Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shariah , terj. Rosidin dan „Ali 
„Abd el-Mun‟im (Bandung, PT Mizan Pustaka, 2008), 320.  
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Mahkamah Konstitusi terhadap perkara judicial review tentang hukum Islam 
yang diajukan.  
F. Metode Penelitian 
Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, berikut dipaparkan metode 
penelitian (research method) sebagai langkah sistematis untuk mengkaji 
kecenderungan keputusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana keputusan 
tersebut merefleksikan relasi antara agama dan negara. Research Method di 
sini lebih kepada teknik dan cara yang akan ditempuh dalam melakukan 
penelitian.
30
 
Jenis penelitian ini adalah library research. Penelitian ini dieksplorasi 
dengan menyelidiki literatur-literatur, seperti buku, jurnal, majalah, surat 
kabar. Sifat Penelitian adalah deskriptif-analitis, dalam penelitian ini akan 
dipaparkan data-data terkait putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya akan 
dilakukan analisis terhadap putusan tersebut sesuai dengan kerangka teori dan 
pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini.   
Dalam ranah praksis, metode penelitian dilakukan melalui langkah-
langkah sebagai berikut. Penetapan sumber data; sumber data dalam 
penelitian ini akan ditetapkan dengan dua klasifikasi, pertama data utama, 
yaitu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU-V/2007 tentang poligami 
dan putusan Mahkamah Konstitusi no. 68/PUU-XII/2014 tentang nikah beda 
agama. Selanjutnya data tambahan, data ini berupa buku, jurnal, surat kabar, 
                                                          
30
C.R Kotari, Methodology; Methods and Techniques (New Delhi: New Age International, 
2004), 8. 
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majalah, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian 
ini.  
Selanjutnya, metode pengumpulan data, karena data-data yang akan 
dikumpulkan berkenaan dengan literatur, maka metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah dokumentasi, metode analisis data dalam 
penelitian ini adalah induktif-deduktif. Logika berpikir khusus ke umum ini, 
adalah cara yang dipakai untuk memaparkan data-data spesifik selanjutnya 
akan dilakukan analisis sehingga akan muncul sebuah kesimpulan umum 
dalam penelitian ini.  
Jadi, secara umum, penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang 
sifatnya deskriptif-analitis. Sumber dari penelitian ini adalah literatur yang 
berhubungan dengan relasi agama dan negara, khususnya dalam hukum 
Islam. Data-data dikumpulkan dengan metode dokumentasi, lalu dianalisis 
dengan metode induktif-deduktif. Untuk memfokuskan penelitian ini maka 
dilakukan pendekatan filsafat hukum.  
G. Sistematika Penulisan 
Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dengan pendahuluan (bab 
pertama) yang terdiri dari latar belakang serta pertanyaan yang akan dijawab 
dalam rumusan masalah. Bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan 
penelitian, penelitian terdahulu (telaah pustaka), kerangka teoretis, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Sebelum membahas kecenderungan putusan Mahkamah Konstitusi, 
serta bagaimana relasi agama dan negara dalam perkara poligami dan nikah 
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beda agama, pada bab dua akan dipaparkan landasan teori mengenai potret 
hukum Islam di Indonesia semenjak masa kemerdekaan sampai era reformasi. 
Potret tersebut untuk menggambarkan bagaimana relasi antara hukum Islam 
dalam menuju proses kodifikasi di Indonesia. Pada bagian ini juga dipaparkan 
peluang judicial review setelah didirikannya Mahkamah Konstitusi pada 
tahun 2003. Berikut putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 
hukum Islam secara umum.  
Kemudian pada bab ketiga, akan dipaparkan putusan Mahkamah 
Konstitusi mengenai poligami dan nikah beda agama, meliputi argumentasi 
pemohon, keterangan pihak terkait, dan pertimbangan hukum yang dipakai 
Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut. Kemudian, pada 
bab empat akan dilakukan analisis terhadap putusan-putusan tersebut untuk 
melihat kecenderungan argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi serta 
bagaimana relasi agama dan negara dalam dua putusan tersebut. Analisis ini 
dilakukan secara induktif-deduktif dengan menggunakan pendekatan dan 
kerangka teori yang dipakai. Selanjutnya, sebagai penutup penelitian ini akan 
disimpulkan pada bab lima, berikut saran terhadap keseluruhan rangkaian 
penelitian ini.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dalam kasus judicial review produk hukum Islam di Indonesia, 
khususnya poligami dan nikah beda agama, Mahkamah Konstitusi lebih 
mengedepankan aspek hukum Islam yang klasik dibanding menimbang 
prinsip hak asasi manusia. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak secara jelas 
menyatakan rujukan terhadap hukum Islam yang mana, tetapi dari dua kasus 
ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi 
lebih kepada prinsip hukum Islam tradisional. Sikap Mahkamah Konstitusi 
yang mempertahankan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 
yang didominasi syariah yang klasik juga menandaskan keberpihakan 
Mahkamah kepada syariah yang klasik. Meskipun di dalam konstitusi negara 
Indonesia (UUD 1945) telah diakomodir prinsip hak asasi manusia.  
Hak asasi manusia tidak dapat semerta-merta diterapkan dalam putusan 
Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus poligami dan 
nikah beda agama. Dalam dua kasus ini, Mahkamah Konstitusi lebih memilih 
mempertahankan kemapanan Undang-undang perkawinan. Kasus poligami 
mencerminkan bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat 
dilepaskan dari penafsiran terhadap hukum Islam, sehingga pertimbangan 
hukum Mahkamah benar-benar tidak bertentangan dengan pemahaman 
hukum Islam yang mapan di Indonesia. Begitu juga kasus nikah beda agama, 
pertimbangan hukum Mahkamah lebih mengutamakan asas Ketuhanan Yang 
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Maha Esa dibanding mengikuti argumentasi pemohon, saksi ahli, serta pihak 
yang menggunakan perspektif negara dan warga negara.  
Dari sini terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi masih setengah hati 
untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai pertimbangan hukum dalam 
kasus hukum Islam di Indonesia. Ketika terjadi perbenturan penafsiran 
hukum Islam klasik dengan pemahaman hak asasi manusia, maka hak asasi 
manusia akan dikesampingkan. Dengan demikian,  prinsip hak asasi manusia 
hanya diakomodasi sejauh tidak bertentangan dengan pemahaman hukum 
Islam klasik, sekalipun memang terdapat unsur diskriminasi dalam suatu 
produk hukum Islam terhadap individu dan kelompok tertentu.  
B. Saran 
Penelitian ini lebih menekankan pada kecenderungan dan realisasi prinsip hak 
asasi manusia dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dua persoalan ini lebih 
dieksplorasi dengan pendekatan filsafat hukum. Sampai di sini, dapat 
dikatakan dalam penelitian ini yang mampu dijelaskan adalah relasi antara 
Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal cita-cita hukum nasional 
dan agama sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, khususnya Islam.  
Begitu juga, penelitian ini hanya mengambil dua kasus untuk 
merepresentasikan pertarungan wacana hak asasi manusia pada level lembaga 
negara. Masih banyak wacana hak asasi manusia yang dapat diteliti lebih 
jauh, baik pada lembaga nasional seperti Mahkamah Konstitusi, seperti 
bagaimana Mahkamah Konstitusi mendefinisikan perlindungan terhadap anak 
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dan kesetaraan gender melalui putusan-putusannya terkait hukum Islam, atau 
lembaga-lembaga lainnya pada tingkat lokal. 
Penelitian tersebut juga dapat ditelusuri dengan berbagai pendekatan, 
seperti filosofis, sosiologis, antropologis, dan lain sebagainya. Banyaknya 
peluang untuk melakukan penelitian dalam konteks kajian ini, karena relasi 
agama dan negara di Indonesia senantiasa menjadi isu senstitif. Hal tersebut 
terjadi karena Indonesia masih tergolong muda dalam menganut demokrasi, 
sementara pemahaman agama telah mapan di Indonesia, bahkan sejak masa 
pra-kemerdekaan.   
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